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EPILOG 

Masalah terorisme telah menjadi keprihatinan bagi Indonesia 

dan juga masyarakat internasional. Terorisme  merupakan ancaman 

serius bukan hanya terhadap perdamaian dan keamanan, namun 

juga berdampak kepada perkembangan hukum, sosial dan ekonomi. 

Untuk dapat mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme 

secara maksimal, perlu diikuti upaya lain dengan menggunakan 

sistem dan mekanisme penelusuran aliran dana karena tindak 

pidana terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung 

oleh tersedianya dana. Pemberlakuan kebijakan pembatasan uang 

tunai akan mempermudah pelacakan dan penelusuran pendanaan 

terorisme. Karena transaksi non tunai secara finansial akan lebih 

transparan. Dengan adanya pembatasan transaksi tunai, di mana 

setiap transaksi dalam jumlah besar harus melalui lembaga 

keuangan, diharapkan semua transaksi akan tercatat dalam 

pembukuan sehingga dengan demikian dapat mempersempit ruang 

gerak pelaku teroris dalam bertransaksi. Dengan mempersempit 

ruang gerak pelaku teroris maka upaya pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana terorisme dapat dicegah sedini 

mungkin.  

Dalam penaggulangan terorisme, ketentuan hukum masih 

bertumpu pada perlindungan bagi pelaku kejahatan, sementara 

pemenuhan hak korban masih minim. Dalam  praktiknya, 

pemenuhan hak korban belum sepenuhnya terealisasi. Adanya 
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birokrasi yang harus ditempuh, mempersulit penga-juannya, seperti 

pengajuan kompensasi harus berdasarkan putusan pengadilan dan 

diajukan kepada Menteri Keuangan. Sedangkan pengajuan 

rehabilitasi dan restitusi dilakukan melalui Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia. Selain itu, dalam memproses permohonan korban, 

LPSK membutuhkan keterangan dari Kepolisian, yang menyatakan 

pemohon adalah korban terorisme. Sementara itu, Kepolisian hanya 

memiliki data korban yang diambil keterangannya sebagai saksi, 

sedangkan korban yang tidak diambil keterangannya sebagai saksi 

tidak tercatat. Padahal, dokumen tersebut sangat penting untuk 

keabsahan pengeluaran anggaran LPSK untuk membiayai bantuan 

medis, psikologis, dan psikososial bagi korban. Secara umum 

pemenuhan hak-hak korban terorisme masih jauh dari harapan. Oleh 

karena itu, perubahan terhadap UU No. 15 Tahun 2003 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

menjadi Undang-Undang perlu merumuskan aturan dan langkah 

konkret bagi pemenuhan hak-hak korban terorisme.   

Disisi lain, arah kebijakan hukum pidana dalam 

penanggulangan terorisme mengalami perubahan. Perubahan 

tersebut melalui jalur penal dengan penyesuaian hukum pidana 

materiil dan formil serta jalur nonpenal yang mengakui keberadaan 

BNPT sebagai lembaga penyelenggaraan penanggulangan terorisme. 

Namun, kebijakan hukum pidana melalui jalur non-penal dalam RUU 

Perubahan atas UU Pemberantasan Terorisme belum mengatur 

penanggulangan kejahatan secara utuh, sebab ketentuan mengenai 

3 
 
 

pencegahan dan deradikalisasi yang selama ini dikategorikan sebagai 

pendekatan soft approach belum ada dan belum ditentukannya 

standar pelaksanaan deradikalisasi. Karena berubahnya arah 

kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan terorisme maka 

sebaiknya perubahan arah kebijakan hukum pidana tidak hanya 

dituangkan dalam Perubahan atas UU Pemberantasan Terorisme. 

Sebaiknya perubahan arah kebijakan hukum pidana ini dilakukan 

dengan mengganti UU Pemberantasan Terorisme dengan undang-

undang yang baru, sehingga arah perubahan kebijakan hukum 

pidana dalam penganggulangan terorisme di Indonesia tidak 

terkesan setengah-setengah dan penanggulangan terorisme di 

Indonesia dapat dilakukan secara menyeluruh, sehingga kebutuhan 

warga negara Indonesia akan perlindungan dari ancaman terorisme 

dapat terpenuhi.  

Selain itu, politik hukum internasional penanggulangan 

terorisme pasca bom Bali mengacu pada Resolusi Nomor 1373 dan 

Resolusi 1438.  Kekuatan mengikat dari resolusi tersebut  terdapat 

pada Pasal 25  Piagam PBB terkait dengan kewajiban Negara untuk 

melaksanakannya. Politik hukum penanggulangan terorisme pasca 

bom Bali sejalan dengan kebijakan politik hukum  internasional, dan 

Indonesia telah  mengeluarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 

2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang 

dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 
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2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada 

Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.  

Terorisme merupakan sebuah kejahatan luar biasa yang 

memerlukan penanganan luar biasa juga. Pengaturan dan penegakan 

hukum merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka mencegah 

tindak pidana terorisme. Akan tetapi pengaturan dan penegakan 

terhadap pelaku tindak pidana terorisme ini memerlukan sebuah 

upaya yang tidak melanggar HAM. Hak asasi baik itu dari korban 

maupun pelaku merupakan hal yang mutlak dimiliki sebagai pribadi. 

Hukum pidana yang mengatur tentang sanksi dan juga proses 

penegakan hukum merupakan pangkal dari adanya penegakan 

hukum di Indonesia. Pemahaman terhadap tujuan dari pemberian 

sanksi pidana perlu dilakukan oleh penegak hukum. Pemberian 

sanksi pidana tersebut memerlukan penjelasan bahwa ada tujuan 

dari pemberian sanksi tersebut. Selain itu penegakan hukum atau 

penanganan pelaku tindak pidana terorisme harus dilihat secara 

keseluruhan. Penanganan pelaku tindak pidana terorisme harus 

mengedepankan kepentingan keamanan dan kenyamanan 

masyarakat. HAM memang melekat pada seluruh pribadi masyarakat 

di Indonesia, akan tetapi dalam penanganan tindak pidana terorisme 

juga perlu dilihat unsur-unsur lain seperti keamanan, ketertiban, 

pembelaan diri, dan lain sebagainya sehingga penegakan hukum 

dapat terlaksana dengan baik. Kepentingan, keamanan, dan 

kenyamanan masyarakat merupakan tolok ukur utama dalam 

penanganan tindak pidana terorisme.  

5 
 
 

Selain itu, konten terorisme di media sosial dapat menarik 

pendukung kelompok teror, yaitu mereka yang terpapar internet 

secara berlebihan, tidak memiliki kemampuan memilah informasi, 

dan memiliki ketidakpuasan serta keinginan untuk membuktikan 

diri. Untuk itu, pemerintah harus memastikan situasi yang kondusif 

dengan mencegah aksi teror mendekati warga negara. Selain 

penyebaran informasi positif untuk membekali penggunaan internet 

yang bermanfaat, juga perlu aksi tegas dalam menghalau konten 

negatif dari media sosial. Untuk itu, pemanfaatan teknologi menjadi 

suatu keharusan agar dapat bermain dalam level yang sama dengan 

terorisme yang sudah mahir menggunakan celah-celah di dunia 

maya. Di era digital ini semua warga juga dapat berpartisipasi dalam 

pencegahan terorisme. Dengan akses terhadap media sosial, setiap 

orang dapat menjadi sumber informasi. Untuk mencegah peredaran 

informasi yang keliru, tim media sosial pemerintah perlu bertindak 

cepat untuk merilis informasi yang terverifikasi dan segera meralat 

informasi keliru yang beredar. 

Berdasarkan hasil analisis VECM mengenai pengaruh variabel 

kemiskinan, jumlah penduduk terhadap tingkat terorisme adalah 

positif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat 

kemiskinan akan mendorong bertambahnya terorisme di Indonesia. 

Sementara itu  variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap terorisme. Hasil ini menunjukkan 

bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi 

terjadinya terorisme di Indonesia.  
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Dengan demikian, untuk dapat mendorong pencegahan dan 

pengentasan terorisme di Indonesia, salah satu strategi yang harus 

dilakukan adalah mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia. Hal 

ini dikarenakan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi maka 

akan dapat tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini 

dikarenakan terorisme terkait erat dengan tingkat kesejahteraan 

masyarakat dan kemiskinan yang ada di Indonesia.  
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Dengan demikian, untuk dapat mendorong pencegahan dan 

pengentasan terorisme di Indonesia, salah satu strategi yang harus 

dilakukan adalah mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia. Hal 

ini dikarenakan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi maka 

akan dapat tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini 

dikarenakan terorisme terkait erat dengan tingkat kesejahteraan 

masyarakat dan kemiskinan yang ada di Indonesia.  
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